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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of the social environment, the level of 

knowledge of taxation, the perception of ease of technology, and the quality of tax services on 

the level of tax compliance. The subjects in this study are taxpayers registered at the Demak 

Primary Tax Office. The study was conducted using a questionnaire as an instrument for 

primary data collection. In this study a sample of 50 people were all made as respondents. To 

measure the influence of the social environment, the level of tax knowledge, the perception of 

ease of technology, and the quality of service tax on the level of taxpayer compliance using 

multiple regression analysis. 

 The results showed that the social environment, the level of knowledge of taxation, the 

perception of ease of technology, and the quality of service tax had a positive influence on the 

level of tax compliance. The results also show that around 77.2% of the level of taxpayer 

compliance can be explained by social environment variables, level of tax knowledge, 

perceived ease of technology, and quality of tax services. While the remaining 22.8% is 

influenced by other variables not examined. 

 

Keywords: social environment, level of tax knowledge, perceived ease of technology, quality 

of tax services, and level of tax compliance. 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan suatu kewajiban 

masyarakat dalam membayar iuran sebagai 

pemasukan kas negara yang dipakai dalam 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan 

negara. Sebagai timbal balik untuk 

menyejahterakan masyarakat dan 

menikmati hasil dari apa yang mereka 

keluarkan. Kepatuhan pajak berati suatu 

kesediaan untuk suka rela memenuhi 

kewajiban pajak mereka, meliputi 

pelaporan pajak, penghitungan pajak, dan 

pembayaran pajak yang tepat.  

Teori perilaku perencanaan (theory 

of planned behavior) menjelaskan dimana 

beberapa faktor dapat memengaruhi 

perilaku individu tertentu yang dapat 

merubah sikap, perilaku, dan kepribadian 

seseorang baik dari lingkungan sekitar 

ataupun bukan (Mintarto dkk., 2015).  

Pengetahuan masyarakat tentang 

perpajakan masih minim, hal tersebut 

menjadi salah satu faktor penyebab 

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak. Dalam penelitian 

Jayanto, (2011), pengetahuan dan 

pemahaman pajak merupakan proses 

dimana wajib pajak memahami seberapa 

banyak ilmu dan wawasan pajak serta 

paham akan aturan perpajakan secara baik 

kemudian diterapkan dalam pembayaran 

pajak. Dalam pelaporan SPT wajib pajak 

harus memiliki NPWP sebagai syarat 

untuk membayar pajak.  

Teknologi pajak adalah suatu sistem 

yang digunakan oleh wajib pajak dalam 

pelaporan dan penerimaan kepada 

pemerintah dan negara yang berhubungan 

dengan  kepemilikan, harga beli barang, 

pendapatan dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi yang semakin 

pesat khususnya kemajuan teknologi 

informasi yang lebih efektif dan efisien 

dapat mempercepat penyampaian 

informasi serta memberikan kemudahan 

dalam menjalankan aktivitas  

(Rahmatunnisa dkk., 2014). 

Dalam penelitian Hadini (2012),  

KPP Pratama Semarang timur dan KPP 

Pratama Demak terdapat perbedaan antara 

KPP yang dulu dengan KPP sekarang. 

Perbedaan tersebut misalnya, menambah 

media informasi perpajakan melalui media 

touch screen. walaupun demikian, kurang 

optimalnya sarana mengakibatkan 

timbulnya suatu gejala terhadap 

penggunaan fungsi sarana tersebut. 

Terlihat dari kurangnya Wajib Pajak dalam 

mencari suatu informasi perpajakan 

melalui media touch screen tersebut. 

Selain itu aktivitas yang berlebihan 

membuat pelanggan menunggu sementara 

fasilitas pelayanan tidak bertambah. 

Kelemahan yang terjadi mendorong 

DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk 

membuat suatu inovasi baru menggunakan 

teknologi guna memperoleh informasi 

secara elektronik bagi wajib pajak. Inovasi 

teknologi yang mampu mempermudah 

sistem elektronik antara lain seperti e-SPT, 

e-regristrasion, dan e-filling. Dengan 

inovasi tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan yang 

baik dalam perpajakan.  

Pembagian tugas dan tanggung 

jawab dapat  mempermudah wajib pajak 

untuk melaporkan pajaknya. Adanya 

perubahan pelayanan dengan mempercepat 

pelayanan terhadap wajib pajak dan 

mengurus keperluan wajib pajak, 

diantaranya pembuatan NPWP, SPT dan 

pembayaran pajak.  

Dari penjelasan diatas, peneliti  

memiliki motivasi untuk melakukan 



penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Penelittian ini mereplikasi dari 

penelitian yang dilakukan Nugraheni 

(2015) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  

Orang Pribadi”. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada tempat, dan jenis variabelnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak.  

Rumusan masalah 

1. Apakah lingkungan sosial berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak?  

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman 

tentang pajak berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak?  

3. Apakah persepsi kemudahan teknologi 

pajak berpengaruh positif  terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak? 

4. Apakah sikap dan pelayanan pajak 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak? 

 

Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya lingkungan sosial 

terhadap tingkat kepatuhan dalam  

kewajiban membayar pajak.  

2. Untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya pengetahuan dan 

pemahaman terhadap tingkat kepatuhan 

dalam kewajiban membayar pajak. 

3. Untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya persepsi kemudahan 

teknologi pajak terhadap tingkat kepatuhan 

dalam kewajiban membayar pajak. 

4. Untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya kualitas pelayanan  dan 

sikap pegawai  pajak terhadap tingkat 

kepatuhan dalam kewajiban membayar 

pajak. 

 

 

 

Landasan Teori  

Teori Perilaku Berencana (Theory of 

Planned Behavior) 

Teori Perilaku Berencana atau Theory of 

Planned Behavior diperkenalkan oleh 

Azjen pada tahun 1991. TPB dipakai 

dalam mengkaji  suatu perilaku pada 

individu sebagai wajib pajak yang 

terpengaruh niat membayar pajak. 

Terdapat tiga faktor penentu dalam 

munculnya niat berperilaku yaitu: (i) 

Behavioral Beliefs, adalah suatu 

kepercayaan individu akan suatu hasil dari 

mengevaluasi perilaku, (ii) Normative 

Beliefs, yaitu suatu kepercayaan terhadap 

suatu harapan norma dan motivasi dari 

orang lain dalam mencukupi sebuah 

harapan, (iii) Control Beliefs, yaitu 

kepercayaan akan  suatu keadaan yang 

dapat menahan dan menunjang sebuah 

perilaku yang nantinya akan ditampilkan 

ditambah persepsinya terhada suatu 

perilaku dengan menilai seberapa kuat hal-

hal yang mendukung serta menghambat 

perilaku tersebut (perceived behavior 

control).  

Teori ini menjadi relevan karena mampu 

memperkuat teori atribusi untuk 

menjelakan variabel-variabel dalam 

penelitian. Kesan akan terbentuk dari pola 

pikir individu untuk memengaruhi niat 

serta keyakinan pada diri sebelum 

melakukan sesuatu.  

Teori Atribusi (Atribution Theory) 
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Teori Atribusi menyatakan bahwa bila 

individu mengamati perilaku seseorang, 

mereka akan menentukan perilaku 

seseorang apakah perilaku itu timbul 

karena pengaruh internal atau eksternal 

(Santi dan Zulaikha, 2011). Perilaku 

internal adalah perilaku yang terjadi atas 

kehendak diri sendiri, sedangkan perilaku 

eksternal adalah perilaku yang terpengaruh 

dari orang lain atau dari luar diri, artinya 

perilaku individu terjadi atas tuntutan 

situasi dari lingkungan. 

Teori ini menjadi relevan karena 

mampu memperkuat serta mampu 

menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Persepsi yang timbul dari diri suatu 

individu akibat dari pengaruh  lingkungan 

sekitarnya terhadap pelaporan perpajakan 

yang akan berpengaruh pada penilaian 

terhadap diri sendiri terhadap pajak. 

Menjadikan kesan tersebut akan terwujud 

melalui sebuah tindakan akankah patuh 

atau tidak. 

Penerimaan Terknologi Informasi 

(Theory Acceptance Model) 

TAM mempengaruhi penggunaan 

sistem informasi yang digunakan dalam 

menjelaskan penerimaan individu dengan 

penggunakan sistem informasi disebut 

metode penerimaan terknologi informasi 

atau sering disebut Theory Acceptance 

Model (TAM). Pada tahun 1989 Davis 

memperkenalkan TAM dengan tujuan 

untuk menerangkan faktor- faktor  penentu 

yang  memengaruhi ditererimanya tingkat 

pemakaian komputer, serta menerangkan 

suatu perilaku dari pemakaian akhir 

teknologi (end user), yang memperlihatkan 

hasil dari minat dan tingginya penerimaan 

dalam penggunaan sistem informasi dan 

teknologi.  

 

Pengaruh Lingkungan Sosial pada 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Faktor lingkungan memberi pengaruh 

terhadap Wajib Pajak. Lingkungan sosial 

adalah bagian dari lingkungan yang 

terdapat individu-individu atau kelompok 

yang berinteraksi, termasuk harapan sosial 

serta seluruh aspek kemasyarakatan 

(Mintarto dkk., 2015). Kepatuhan wajib 

pajak  dapat dipengaruhi oleh lingkungan, 

sedangkan lingkungan tersebut 

dipengaruhi oleh variabel yang ada di 

lingkungan tersebut hingga membentuk 

sebuah lingkungan yang compliance dan 

non compliance. Lingkungan yang 

compliance nantinya akan menjadikan 

wajib pajak lebih patuh. 

Hal tersebut di dukung dengan 

penggunaan Theory of Planned Behavior 

sebagai pengukur perilaku individu 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Pengetahuan dan 

Pemahaman terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pengetahuan adalah informasi yang  

didapat dari proses pengamatan yang 

didasari dari akal atau pemikiran. 

Pengetahuan muncul ketika seseorang 

belum penah melihat atau mengetahui hal 

yang dianggap tidak diketahui 

sebelumnya, dan sebuah kebenaran yang 

belum kita pahami sebelumnya.  Jayanto, 

(2011), pengetahuan dan pemahaman 

pajak merupakan proses dimana wajib 

pajak memahami seberapa banyak ilmu 

dan wawasan pajak serta paham akan 

aturan perpajakan secara baik kemudian 

diterapkan dalam pembayaran pajak. 

Dalam pelaporan SPT wajib pajak harus 



5 
 

 
 

memiliki NPWP sebagai syarat untuk 

membayar pajak. 

Syarat tersebut dapat menjadi indikator 

pengukur tingkat kemauan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak 

yang baru terlebih dahulu mendaftar guna 

mendapat NPWP. Setelah mendapatkan 

NPWP Wajib Pajak harus memperbarui 

agar dapat membayarkan secara berkala, 

dan  selanjutnya pemilik NPWP harus 

ditindaklanjuti. Proses yang sedemikian 

rupa membuat Wajib Pajak terkadang 

enggan untuk membayar kewajiban 

membayar pajaknya. 

pada dasarnya ketika masyarakat dapat 

mengetahui dan memahami peraturan 

pajak maka masyarakan juga akan 

mematuhi peraturan pajak (Utami dkk., 

2013).  

hal tersebut membuktikan bahwa 

masyarakat mengetahui tentang perpajakan 

hingga mereka patuh terhadap membayar 

pajak. 

Persepsi Kemudahan Teknologi  

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Persepsi kemudahan dalam 

menggunakan teknologi pajak berarti 

bahwa Wajib Pajak menganggap teknologi 

pajak jauh lebih mudah untuk dipahami 

sehingga dengan demikian akan mudah 

dalam pegunaan tanpa harus membutuhkan 

usaha lebih dalam penggunaan teknologi 

pajak.  

Telebih lagi ketika terjadi kesalahan 

(human error) proses perekaman data oleh 

fiskus. sistem yang penggunaannya masih 

menggunakan proses manual dalam 

administrasi perpajakan dinilai akan 

kurang efektif dan mempunyai kelemahan 

khususnya untuk mencukupi kebutuhan 

perpajakan.  

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak 

pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam pajak juga terdapat pelayanan 

yang diartikan sebagai layanan yang 

diberikan DJP kepada wajib pajak guna 

memberikan kenyamanan bsgi wajib pajak 

sehingga dapat memenuhi kewajiban 

pajakannya. Menurut Mahardika (2015), 

pelayanan yang diberikan merupakan 

pelayanan secara umum kepada semua 

wajib pajak  karena dijalankan oleh intansi 

pemerintah yang bertujuan untuk 

kebutuhan masyarakat atau dalam rangka 

melaksanaan perundang-undangan dan 

tidak berorientasi pada profit. Diharapkan 

fiskus memiliki keahlian, pengetahuan dan 

pengalaman dalam hal perpajakan, 

administrasi pajak dan perundang-

undangan perpajakan.  

1. Model Penelitian 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

METODE PENELITIAN  
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Objek penelitian  dilakukan  di kota 

Demak.  Subjek   penelitian seluruh Wajib 

Pajak yang telah memiliki NPWP yang 

telah terdaftar pada KPP Pratama Demak. 

Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data primer, 

yaitu dimana data yang dikumpulkan dari 

responden dengan menggunakan kuesioner 

yang di sebarkan pada Wajib Pajak yang 

memiliki NPWP pada KPP Pratama 

Demak. 

Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel 

mengunakan Convenience Sampling 

(Muflih, 2017). Metode ini memilih 

sampel dengan mengambil sampel yang 

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan 

sampel dari populasi tertentu yang paling 

mudah dijangkau, misalnya seseorang 

yang diambil sebagai sampel kebetulan 

berada di tempat penelitian.  

Jumlah minimal sampel di tentukan 

dengan menggunakan rumus Slovin 

(Nugraheni, 2015) sebagai berikut:   

     n  =  

Keterangan : 

 n : Jumlah sampel 

 N : Populasi 

 Moe : Margin of error max yaitu 

tingkat kesalahan maksimal yang 

  masih dapat di toleransi (ditentukan 10%) 

 

Teknik pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

memberikan kuesioner atau daftar yang 

diberikan kepada Wajib Pajak pada KPP 

Pratama Demak. Pada penelitian ini 

kuesioner yang diberikan berisikan 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab 

oleh responden untuk memperoleh 

informasi tentang pengaruh Lingkungan 

Sosial, Tingkat Pengetahuan Pajak, 

Persepsi Kemudahan Teknologi, dan 

Kualitas Pelayanan Pajak. 

Uji kualitas instrumen dan data 

Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk menguji 

keakuratan instrumen kuesioner. Item 

pertanyaan untuk masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa nilai  korelasi 

product moment  >  dengan nilai sig 

0,05 hingga semua item pertanyaan dalam 

kuesioner dinyatakan valid (Damanik, 

2016).  

Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk 

menguji konsistensi data yang 

dikumpulkan. Suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawaban 

pertanyaan yang merupakan dimensi suatu 

variabel dan dimensi yang telang disusun 

dalam kuesioner. Pengujian reabilitas 

dilakukan dengan menghitung  besarnya 

nilai cronbach’s alpha  masing-masing 

instrumen dari suatu variabel. Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika dalam 

suatu kelompok item-item pertanyaan bila 

mana angka koefesiennya 0,6  (Damanik, 

2016) 

Uji Asumsi Klasik  

Penggunaa Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Namun uji 
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autokorelasi tidak digunakan karena 

penelitian menggunakan data berupa cross 

section. 

Uji normalitas 

Uji normalitas menguji apakah 

dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dalam penlitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. 

Apabila nilai asymptotic significance 

lebih besar dari 5 persen, maka dapat 

dikatakan data yang digunakan 

berdistribusi normal Indikator model 

regresi yang baik adalah memiliki data 

retribusi normal. 

Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Model regresi 

yang baik apabila tidak terdapat 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF), jika nilai VIF < 

10 maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda, maka disebut 

heterokedisitas sedangkan jika tetap 

sama disebut homokedasitas. 

Uji hipotesis dan analisis data  

Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

adalah analisis yang digunakan untuk 

meramalkan pengaruh lebih dari satu 

variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat, baik secara partial maupun 

simultan. Persamaan analisis linier 

berganda secara umum adalah sebagai 

berikut: 

        Y = 

α+

 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan wajib pajak 

α = konstanta 

…  = koefisien arah 

regresi 

 = Lingkungan sosial 

 = Tingkat pengetahuan 

pajak 

 = Persepsi kemudahan 

teknologi pajak 

 = Kualitas pelayanan  

   = error yaitu tingkat 

kesalahan penduga dalam 

penelitian 

 

a. Uji koefisien determinasi 

Koefesien Determinasi 

(R
2
) digunakan untuk 

memprediksi seberapa besar 

kontribusi pengaruh variabel 

bebas (x) terhadap variabel 

terikat (y) dengan syarat hasil 

uji f dalam analisis regresi 

signifikan (Wahyuningtyas, 

2016). Nilai R-square berkisar 

antara 0 < R
2
 < 1 dan 

kecocokan model dikatakan 

baik apabila nilai R
2 

mendekati 

1. 

b. Uji nilai f (uji simultan) 
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Hasil dari uji f bahwa 

nilai signifikansi sebesar 

0,000. Apabila lebih kecil dari 

0,05 (Nurbaiti dkk., 2016). Hal 

tersebut dapat dijelaskan 

sesuai dengan syarat yang di 

tentukan bahwa variabel bebas 

secara simultan berpengaruh. 

c. Uji nilai t (uji parsial) 

Hasil dari uji t  

digunakan untuk menguji 

bagaimana pengaruh dari 

masing-masing variabel 

bebasnya terhadap variabel 

terikatnya. Pada uji t ini, 

hipotesis dapat diterima 

apabila nilai signifikansinya 

lebih kecil dari alpha serta 

memiliki arah koefisien yang 

sama dengan hipotesis yang 

telah diprediksikan (Nurbaiti 

dkk., 2016). 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Data Responden 

Responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Wajib Pajak yang 

terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Demak, jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

50 orang 

A. Pembahasan 

1. Pengaruh Lingkungan Sosial 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Lingkungan 

Sosial berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut 

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 

2.298 dengan probabilitas 0,026 

dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). Menurut Mintarto 

dkk., (2015), lingkungan adalah 

sesuatu yang ada di alam sekitar 

yang memiliki makna atau pengaruh 

tertentu kepada individu. 

Lingkungan dapat mempengaruhi 

sesorang untuk compliance dan non 

compliance tidak dapat ditinjau dari 

satu variabel penyebab saja. 

Sedangkan menurut Moeinadin dkk., 

(2014), sosialisasi adalah proses 

dimana individu menjadi konsisten 

dengan lingkungan sosial dan secara 

bertahap merasa menjadi anggota 

masyarakat. Kepuasan yang 

mengacu pada perasaan kepuasan 

atau kebahagiaan mencerminkan 

sikap atau gerakan emosional 

seseorang terhadap sesuatu, bersama 

dengan lingkungannya (Joseph dan 

Jacob, 2018).  

Lingkungan sosial 

merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang atau 

kelompok untuk dapat melakukan 

sesuatu tindakan serta perubahan 

perilaku setiap individu. Apabila 

wajib pajak berada pada lingkungan 

yang tidak kondusif, wajib pajak 

tersebut akan cendrung lebih 

mendukung wajib pajak untuk tidak 

patuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Lingkungan yang tidak kondusif 

seperti lingkungan sosial wajib pajak 

yang rendah akan kesadaran 

pajaknya sehingga hal tersebut bisa 

membuat wajib pajak menjadi tidak 

patuh. Dengan Demikian apabila 

wajib pajak berada dalam 

lingkungan sosial yang memiliki 

kesadaran pajaknya tinggi maka 

akan semakin tinggi pula tingkat 
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kepatuhannya (Santi & Zulaikha, 

2011). 

Mintarto dkk., (2015),  

menambahkan bahwasanya 

lingkungan sosial terjadi akibat 

adanya pengaruh lingkungan 

keluarga, teman, jaringan sosial yang 

mampu memengaruhi seseorang. 

Terjadinya pengaruh dari lingkungan 

akibat dari pengaruh secara langsung 

maupun tidak dari orang-orang yang 

berada disekitar. Apalabila 

lingkungan sosial yang diduduki 

wajib pajak kondusif serta 

lingkungan sosial mudah diterapkan 

dalam mengikuti peraturan saat ini, 

contoh untuk patuh dalam 

melaksanakan kepatuhan pajak, hal 

tersebut mendukung wajib pajak 

agar lebih patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Sebaliknya ketika jika lingkungan 

kurang kondusif serta sering 

mengabaikan pertauran, masyarakat 

akan meniru serta mengabaikan 

peraturan seperti kurangnya hal 

dalam membayar pajak maupun 

mengurangi beban pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan yang dilakukan oleh 

Mintarto dkk., (2015) dan Aryati dan 

Putritanti, (2016) mengatakan bahwa 

lingkungan sosial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Secara 

empiris juga sudah dibuktikan bahwa 

lingkungan berpengaruh positif 

dengan kepatuhan pajak oleh (Santi 

dan Zulaikha, 2011). Semakin baik 

lingkungan berarti melakukan 

kewajiban pajak maka semakin 

tinggi pula kepatuhan perpajakan. 

2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Tingkat 

Pengetahuan Pajak berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hal tersebut terbukti dengan 

nilai t hitung sebesar 3.023 dengan 

probabilitas 0,004 dimana angka 

tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Menurut Jayanto, (2011) 

Pengetahuan perpajakan adalah 

kemampuan seorang wajib pajak 

dalam mengetahui peraturan 

perpajakan baik itu soal tarif pajak 

berdasarkan undang-undang yang 

akan mereka bayar maupun manfaat 

pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka. Pengetahuan 

pajak mengacu pada proses dimana 

wajib pajak menjadi sadar akan 

undang-undang perpajakan dan 

informasi terkait pajak lainnya 

(Joseph dan Jacob, 2018). 

Pengetahuan pajak sangat 

erat hubungannya dengan kepatuhan 

wajib pajak, semakin baik tingkat 

pengetahuan masyarakat tentang 

pajak maka secara tidak langsung 

kepatuhan pajak akan baik. Menurut 

Machogu dan Amayi, (2013) 

Pengetahuan pajak sangat penting 

dalam meningkatkan kepatuhan 

pajak, karenanya lebih banyak 

pendapatan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah yang 

berulang dan pembangunan. Karena 

itu, pemerintah memberikan pajak 

pengetahuan kepada individu.  

Menurut Kiow dkk., (2017) 

kurangnya pengetahuan adalah 
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kegagalan wajib pajak untuk alasan 

apapun menghitung, atau 

melaporkan serta membayar pajak 

dengan tepat waktu. Pengetahuan 

yang diperoleh dari  tingkat 

pendidikan yang tinggi akan lebih 

mudah dalam memahami 

bahwasanya dengan memenuhi 

peraturan maka akan terhindar dari 

sanksi sanksi administrasi ataupun 

pidana. Maka dengan mewujudkan 

masyarakat yang sadar akan 

pentingnya pajak serta mampu 

memenuhi kewajiban pajakannya 

(SARAÇOĞLU dan ÇAŞKURLU, 

2011) 

Memberikan kajian 

pentingnya aspek pengetahuan 

perpajakan bagi wajib pajak sangat 

mempengaruhi sikap pajak terhadap 

system perpajakan yang adil. 

Dengan kualitas pengetahuan yang 

semakin baik akan memberikan 

sikap memenuhi kewajiban dengan 

benar melalui adanya system 

perpajakan sesuatu Negara yang 

dianggap adil. Kepatuhan wajib 

pajak akan meningkat bilamana 

dalam masyarakat muncul persepsi 

terhadap pajak. Dengan 

meningkatnya pengetahuan 

perpajakan masyarakat melalu 

pendidikan perpajakan baik formal 

maupun non formal akan berdampak 

positif terhadap pemahaman dan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak (Handayani dkk., 

2012) 

Hal ini penelitian sejalan 

dengan yang dilakukan oleh Suyono 

(2016), dan Nugroho dkk., (2016), 

dalam penelitiannya pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan membayar pajak. 

Apabila wajib pajak dapat 

menerapkan pengetahuan pajak 

dengan benar maka kepatuhan wajib 

pajak akan semakin naik juga.. 

3. Pengaruh Persepsi Kemudahan 

Teknologi Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Persepsi 

Kemudahan Teknologi berpengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hal tersebut terbukti dengan 

nilai t hitung sebesar 2.436 dengan 

probabilitas 0,019 dimana angka 

tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Menurut Purnamasari dan 

Dps, (2018) mengatakan Persepsi 

kemudahan merupakan kepercayaan 

seseorang dimana dalam penggunaan 

suatu teknologi dapat dengan mudah 

digunakan dan di pahami. 

Berdasarkan pengertian diatas jadi 

kemudahan penggunaan adalah 

kepercayaan seseorang bahwa 

dengan menggunakan sistem dalam 

pekerjaannya maka akan 

mempermudah dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan dan bebas dari 

usaha. Dan juga persepsi kemudahan 

dapat diartikan bahwa dalam 

penggunaan suatu teknologi 

informasi tersebut harus dapat 

dengan mudah digunakan dan dapat 

dengan mudah dipahami.  

Persepsi kemudahan 

penggunaan teknologi pajak berarti 

bahwa Wajib Pajak menganggap 

teknologi pajak tersebut lebih mudah 

dipahami hingga akan jauh lebih 

mudah digunakan tanpa harus 
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membutuhkan usaha lebih dalam 

menggunakan teknologi pajak. Jika 

tanggapan Wajib Pajak dalam 

teknologi pajak jauh lebih mudah 

dipergunakan, maka akan lebih 

banyak Wajib Pajak yang akan 

menggunakan serta akan lebih sering 

dipergunakan. Sehingga secara tidak 

langsung kemudahan dalam 

menggunakan teknologi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Setyana, 2017) 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Damayanti dan Amah, (2018), dan 

Handayani dkk., (2012) mengatakan 

bahwa terdapat pengaruh posistif 

antara persepsi kemudahan ternologi 

pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak.  

 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kualitas 

Pelayanan Pajak berpengaruh positif 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Hal tersebut terbukti dengan nilai t 

hitung sebesar 2.358 dengan 

probabilitas 0,023 dimana angka 

tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Menurut Mahardika (2015), 

pelayanan yang diberikan merupakan 

pelayanan secara umum kepada 

semua wajib pajak,  karena intansi 

pemerintah bertujuan untuk 

keperluan masyarakat dengan 

melaksanaan perundang-undangan 

dan tidak melihat pada keuntungan. 

Diharapkan fiskus memiliki 

keahlian, pengetahuan dan 

pengalaman dalam hal perpajakan, 

administrasi pajak dan perundang-

undangan perpajakan.  

Pelayanan sering dijadikan 

tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi atau instansi pemerintah 

untuk memenuhi keinginan 

masyarakat sehingga pemerintah 

dituntut untuk terus meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pemerintah harus berusaha 

memperbaiki kualitas pelayanan agar 

mendekati harapan yang diinginkan 

masyarakat sehingga masyarakat 

merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah (Joseph 

dan Jacob, 2018). 

Menurut Tusubira, dan 

Nkote, (2013) untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan, 

kualitas pelayanan pajak harus 

ditingkatkan sehingga dalam 

pengajuan pajak tepat waktu. 

Kualitas pelayanan juga dinilai 

sebagai perbandingan antara harapan 

yang diinginkan oleh pelanggan 

dengan penilaian mereka terhadap 

kinerja aktual dari suatu penyediaan 

layanan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniati dkk., (2016), dalam 

penelitiannya kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak pribadi. Menurut Utami dkk., 

(2013) kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dan 

mendapatkan bahwa semakin baik 

kulitas pelayanan fiskus kepada 

wajib pajak maka akan cederung 

membuat wajib pajak lebih patuh 
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dalam membayar kewajiban 

pajaknya 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris pengaruh 

faktor- faktor yang memengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi 

pada kantor pelayanan pajak Pratama 

Demak. Sampel penelitian ini adalah 

wajib pajak KPP Pratama Demak. 

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik convenience 

samppling. Data yang diperoleh untuk 

diananalisis sejumlah 50 kuesioner. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti, 

penelitian yang dilakukan kantor 

pelayanan pajak Pratama Semak, 

menyatakan bahwa 

 

1. Lingkungan Sosial berpengaruh 

positif terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak yang diambil dari 

wajib pajak KPP Pratama Demak. 

2. Tingkat Pengetahuan Pajak 

berpengaruh positif terhadap 

tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

yang diambil dari wajib pajak KPP 

Pratama Demak. 

3. Persepsi Kemudahan Teknologi 

berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

yang diambil dari wajib pajak KPP 

Pratama Demak. 

4. Kualitas Pelayanan Pajak 

berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

yang diambil dari wajib pajak KPP 

Pratama Demak.  

 

Saran 

1. Bagi KPP Pratama Demak 

Penelitian ini diharapkan bagi 

Direktorat pajak agar dapat 

melakukan pengawasan dalam 

penyusunan kebijakan tentang 

kaitannya kewajiban membayar 

pajak dengan kesadaran pajak, 

sanksi denda, dan moral terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi Peneliti selanjutnya, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bukti 

studi kasus dan acuan atau referensi 

mengenai pembahasan yang 

berkaitan dengan topik dalam 

proses perkuliahan. 
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